
BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Maluku Tengah 

Nomor 2 1  Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah; 

i b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Maluku Tengah. 

1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1645) ; 



2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4350); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

8 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 

Perubahan atas Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3137);  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia· Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

14. Peraturan Pemerintah · Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4278); 



Menetapkan 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183 ) ;  

18 . Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah 

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Tahun 2018 Nomor 360); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALUKU TENGAH. 

PasalI 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 

Tahun 2017 ten tang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku 

Tengah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1 )  huruf c dan Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai beriku t : 



"Pasal 5 

c. Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur, membawahi : 

1 .  Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri; 

2. Seksi Kerjasama Antar Negeri. 

Paragraf 3 

BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN, 
KERJASAMA ANTAR NEGERI DAN 

PEMBANGUNAN APARATUR 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

"Pasal 12 

(1) Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengko.ordinasikan, 

membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, 

kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 

Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan Aparatur 

mempunyai fungsi: 

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan bidang tugas; 

b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan 

perencanaan; 

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan, 

kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi kelembagaan, 

kerjasama antar negeri dan pengembangan aparatur; 

e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan; 

f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; 



h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

(1) Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur, membawahi: 

a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri; 

b. Seksi Kerjasama Antar Negeri; 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang; 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

"Pasal 14 

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar 

Negeri dan Pengembangan Aparatur di bidang kelembagaan dan pengembangan 

aparatur negeri. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Seksi 

Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri mempunyai fungsi: 

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan bidang tugas; 

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan; 

c. menyiapkan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur 

Negeri; 

d. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan negeri; 

e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penysunan dokumen perencanaan 

Negeri dan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Negeri; 

f. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pelatihan pemberdayaan negeri 

bagi perangkat negeri; 

g. melaksanakan fasilitasi teknis penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan negeri; 

h. melaksanakan pembentukan, penguatan dan evaluasi kelembagaan negeri; 

i. membagi tugas kedinasan kepada bawahan; 



$ 

j.  memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 

k. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 15 

(1) Seksi Kerjasama Antar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur di bidang kerjasama antar negeri. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Seksi 

Kerjasama Antar Negeri mempunyai fungsi: 

a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan bidang tugas; 

b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan; 

c. menyiapkan rencana kerja Seksi Kerjasama Antar Negeri; 

d. melaksanakan pembentukan, penguatan dan evaluasi serta harmonisasi 

Badan Kerjasama Antar Negeri; 

e. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan harmonisasi antar negeri; 

f. melaksanakan fasilitasi penyusunan data profil negeri; 

g. melaksanakan fasilitasi teknis evaluasi perkembangan negen dan lomba 

negeri; 

h. membagi tugas kedinasan kepada bawahan; 

1. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 

j.  melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 



i 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

ABUA 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 09 April 2018 

su recs, (l 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal € April 2018 

J PENJABAT SEKRETARIS DAE 
T MALUKU ;E] IGAH, 

RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 7 T 


